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MOTTO 

 

 “Wahai Putraku, Belajarlah Kalian, karena jika kalian dahulu adalah orang-

orang kecil dan terbuang, maka semoga kalian menjadi pembesar mereka kelak 

di kemudian hari (karena ilmu pengetahuan), Sukakah kalian menjadi orang 

tua yang bodoh??” 

( Nasihat Urwah Bin Az Zubair Kepada Anak-anaknya) 

 

”Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang Telah 

diusahakannya. Dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihat (kepadanya). 

Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling 

sempurna”. 

(Q.S. Al-Najm/53: 39-41) 

 

Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjaga engkau dan engkau 

menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) sedangkan harta terhukum. 

Kalau harta itu akan berkurang apabila dibelanjakan, tetapi ilmu akan 

bertambah apabila dibelanjakan. 

(Sayidina Ali bin Abi Thalib) 
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ABSTRAK 

RENO SUSILO. C 100 070 149. 2013. SINKRONISASI REGULASI 
PENYIDIKAN dan PENUNTUTAN TERHADAP TINDAK PIDANA 
KORUPSI. Fakultas Hukum Universitas Muuhammadiyah Surakarta. 

Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui Bagaimanakah regulasi 
tentang Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi; (2) Untuk mengetahui 
kesinkronan peraturan dalam penanganan tindak pidana korupsi oleh instansi 
penegak hukum yang berbeda, namun secara atributif diberikan kewenangan yang 
sama dalam melakukan penyidikan dan penuntutan menurut hukum positif.          

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan menganalisis 
kesinkronan antar regulasi perundang-undangan mengenai kewenangan penyidikan 
dan penuntutan tindak pidana korupsi, secara normatif ada beberapa peraturan 
perundangan yang memberikan kewenangan penyidikan dan penuntutan tindak 
pidana korupsi kepada lembaga berbeda seperti, polisi, kejaksaan dan KPK. Yang 
menjadi objek dalam penelitian normatif ini adalah data-data sekunder yang 
berupa bahan hukum primer.  

Berdasarkan penelitian, diperoleh kesimpulan: (1). Regulasi tentang 
Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. 
Namun untuk penanganan khusus oleh KPK, undang-undang yang berlaku adalah 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi; 
(2). Peraturan perundang-undangan mengenai penyidikan dan penuntutan 
terhadap tindak pidana korupsi, sudah tertulis otentik sinkron (serasi). Antara 
undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum 
Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Korupsi. Pada dasarnya kewenangan penyidikan dan penuntutan 
adalah sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, namun KUHAP sendiri dalam 
pasal 284 ayat (2) memberikan pengecualian terhadap ketentuan hukum acara 
dalam undang-undang pidana tertentu, termasuk undang-undang yang berkaitan 
dengan tindak pidana korupsi. Penerapan Undang-Undang Komisi Pemberantan 
Tindak Pidana Korupsi, adalah merupakan perwujudan asas lex specialis derogate 
legi generalis. Dasar kewenang KPK dalam menangani kasus korupsi berdasarkan 
ketentuan pasal 11 Undang-Undang KPK. Sedangkan polisi dan jaksa dalam 
melakukan penyidikan serta penuntutan, menangani tindak pidana korupsi yang 
tidak ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, berdasarkan ketentuan dalam 
pasal 11 Undang-Undang KPK. 

 
Kata Kunci : Sinkronisasi, Regulasi Penyidikan dan Penuntutan, Tindak Pidana 

Korupsi. 




